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Data wawancara :
Wawancara langsung dengan Amir Hosen selaku tokoh masyarakat Bungus, pada
tanggal 3 Mei 2018 pukul 14.28 WIB.
Wawancara  langsung  dengan  Amrul  selaku  tokoh  masyarakat  Bungus,  pada
tanggal 14 April 2018 pukul 14.03 WIB.
Wawancara  langsung  dengan  Afrizal  selaku  pakar  konflik  agraria  Universitas
Andalas, pada tanggal 7 Juni 2018 pukul 12.49 WIB.
Wawancara  langsung dengan Amzai  selaku masyarakat  yang menggugat,  pada
tanggal  16 Mei 2018 pukul 12.24 WIB.
Wawancara langsung dengan Andet selaku Kepala Bagian Fisik Dinas PUPR Kota
Padang, pada tanggal  2 Mei 2018 pukul 11.48 WIB.
Wawancara langsung dengan Barinis  selaku masyarakat yang menggugat,  pada
tanggal  17 April 2018 pukul 13.32 WIB.
Wawancara langsung dengan Bustaman selaku masyarakat yang menggugat, pada
tanggal 14 April 2018 pukul 15.24 WIB.
Wawancara langsung dengan Mahyeldi Ansharullah selaku Walikota Padang, pada
tanggal 4 Mei 2018 pukul 10.06 WIB.
Wawancara langsung dengan Mulyadi selaku masyarakat yang menggugat, pada
tanggal 17 April 2018 pukul 13.00 WIB.
Wawancara langsung dengan Raizul  Mailis  selaku mantan Ketua KAN Nagari
Bungus, pada tanggal 12 Juni 2018 pukul 11.57 WIB.
Wawancara  langsung  dengan  Rudi  Harmono  selaku  kuasa  hukum  masyarakat
Bungus,  pada  tanggal  12  Februari  2017 dan pada  tanggal  3  Mei  2018
pukul 15.59 WIB.
Wawancara  langsung  dengan  Suli  selaku  masyarakat  yang  menggugat,  pada
tanggal 16 April 2018 pukul 13.39 WIB.
Wawancara  langsung dengan  Zulkadri  selaku Camat  kecamatan  Bungus  Teluk
kabung, pada tanggal 7 Mei 2018 pukul 12.06 WIB.
